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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa
(Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean
government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra

pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kkinerja
pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah,
sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu
tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya periu
segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya
adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya
oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang
akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan
otonomi daerah serta mewujudkan good governance.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu
adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada
setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan
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kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh
karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap
Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta
menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi
pemecahan masalah yang diambil intansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
akan membantu: (1) Menjadikan instansi pemerintah akuntabel; (2)
Menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara efisien, efektif dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) Mewujudkan

transparansi instansi pemerintah; (4) Mewujudkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas
Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian
kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review
dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan
menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan
pengguna anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Biro Hukum Setda Maluku
berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 atas pelaksanaan
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Visi dan Misi Gubernur Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Biro Hukum
dan HAM Setda Maluku 2019-2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
1. Tugas:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat
Provinsi Maluku, pada Pasal 11 disebutkan bahwa “Biro Hukum bertugas
membantu Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten/kota, dan bantuan hukum.”

2. Fungsi:
Dalam Pasal 11 Peraturan Gubemur Maluku Nomor 33 Tahun 2020
disebutkan bahwa Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-
undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten//kota, dan
bantuan hukum;

b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten//kota, dan bantuan hukum ;

c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten//kota, dan bantuan hukum ;dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.
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3. Susunan Organisasi :
Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun
2020, disebutkan bahwa Biro Hukum terdiri dari :
a. Kepala Biro;
b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, terdiri atas :
1. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
c. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I ;
2. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II ; dan
3. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
d. Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Litigasi; dan
3. Sub Bagian Litigasi dan HAM.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah
menuju tercapainya kepemerintahan yang baik, maka Biro Hukum Setda Maluku
sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal
ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri
(transparance) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan.
Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda
Maluku Tahun 2021 merupakan salah satu komitmen pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi Maluku yang
bersih, berwibawa, /egitimate, dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Biro Hukum Setda
Maluku Tahun 2021 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
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1. Maksud
Maksud penyampaian LKIP Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021
adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta

perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja

Biro Hukum Setda Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun

kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan

pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2021.

2. Tujuan

1. Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis dan rencana Kinerja
sasaran dan program/kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan
fungsi Biro Hukum Setda Maluku selama Tahun 2021.

2. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi Biro Hukum
Setda Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisa
penanggulangannya selama Tahun 2021.

3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

1. Permasalahan
Adapun permasalahan yang menjadi penentuan prioritas sasaran
Pembangunan Daerah antara lain :
- Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

2. Isu-Isu Strategis
Isu strategis yang terjadi dalam rangka penentuan prioritas sasaran
Pembangunan Daerah adalah :
- Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang administrasi

pemerintahan yang baik.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga periu
adanya bimbingan teknis bagi aparatur
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D. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021, sistematikanya
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun

2021 sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, latar
belakang, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi Biro Hukum
Setda Maluku, maksud dan tujuan, permasalahan dan isu-isu strategis

serta sistematika penyajian LKIP Biro Hukum Setda Maluku Tahun
2021.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategis
dan Perencanaan Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil
pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis
pencapaian kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro
Hukum Setda Maluku Tahun 2021 berdasarkan pada analisis pencapaian
kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan

Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan
penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi.
Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Maluku berdasarkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin
timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi
a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tersebut tidak lain adalah
suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah melalui Visi
Gubermnur Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 adalah :
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| “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin l

| Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan” ‘
I L II

Mengacu pada Visi Gubernur Maluku yang telah ditetapkan, maka
Misi Gubernur Maluku Tahun 2019-2024 adalah :

“Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani

b. Misi

Untuk memenuhi Visi tersebut, Gubernur Maluku mencanangkan
Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan
Terjangkau;

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau;

5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya dan
Pariwisata;

6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri
dan Berprestasi.

2. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan

Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan dan analisa SWOT,

ditetapkan tujuan Biro Hukum sebagai berikut :

1. Meningkatkan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Meningkatkan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi;

3. Meningkatkan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah Kabupaten/Kota;

4. Meningkatkan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
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5. Meningkatkan Pengembangan Perpustakaan Hukum;

6. Meningkatkan Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Meningkatkan RANHAM Provinsi Maluku;

8. Meningkatkan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di
Bidang Hukum;

9. Meningkatkan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

10. Meningkatkan Advokasi Pemerintah Daerah;

11. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Hukum adalah :

1.
2

ol N U

10.
kY.

Terlaksananya Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi;
Terlaksananya Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah Kabupaten/Kota;

Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;

Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Hukum;

Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Terlaksananya RANHAM Provinsi Maluku;

Terlaksananya Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di
Bidang Hukum;

Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Terlaksananya Advokasi Pemerintah Daerah;

Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum.
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Guna merealisasikan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Maluku sebagaimana telah dikonkritkan dalam tujuan, sasaran
yvang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya telah dituangkan dalam
strategi dan kebijakan.

3. Strategi
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke
dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
a. Kebijakan

Meningkatkan manajemen aparatur pemerintahan menuju manajemen
pemerintahan modern yang meliputi penataan produk hukum daerah,
bantuan hukum dan hak asasi manusia yang berbasis teknologi informasi
hukum, menuju masyarakat Maluku yang demokratis, tertib, berkualitas
dan profesional menuju pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (cu/ture-
set) aparatur.

b. Program

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda
Maluku pada Tahun 2021 antara lain :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ;
1. Program dan Kegiatan Tahun 2021
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum
Setda Maluku pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
I. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi :
1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :
a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
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II. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten /Kota :
1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum:
a. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota ;

III. Bagian Bantuan Hukum :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
Pengadaan Mebel;
. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;

N O™ e O on o

. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
i. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum :
a. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;
b. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021 merupakan
proses penetapan kegiatan Tahun 2021 dan indikator kinerjanya berdasarkan
sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Biro Hukum dan HAM Setda Maluku 2019-2024. Perjanjian Kinerja ini memuat
antara lain komponen sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, dan target

indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan dalam Tahun 2021.
Secara garis besar Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.1

Terpainya nananan pera

penanganan
Perkara Litigasi, Non Litigasi | litigasi, non litigasi dan HAM serta
dan HAM serta pemberian | pemberian bantuan hukum bagi
bantuan hukum bagi | masyarakat miskin secara Maksimal
masyarakat miskin
Meningkatnya Layanan Tercapainya Layanan Fasilitasi dan 94%
Fasilitasi dan Evaluasi Evaluasi terhadap Produk Hukum
terhadap Produk Hukum Daerah serta Tahapan Penyusunan
Daerah serta tahapan Produk Hukum Daerah secara
Penyusunan Produk Hukum Maksimal
Daerah
Optimainya Tercapainya Pendokumentasian dan | 100%

Pendokumentasian dan
Informasi Hukum melalui
Perangkat JDIH

Informasi Hukum melalui Perangkat
JDIH secara Maksimal
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja
i.1. Pengukuran Capaian Kinerja Biro Hukum dan HAM Setda Maluku

Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Hukum Setda Maluku pada
Tahun 2021 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan
cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan
target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja (PK) Biro Hukum dan HAM Setda Maluku Tahun 2021. Setelah
dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja,
selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan
kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator Kinerja
sasaran Biro Hukum Setda Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat
kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang
terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

berikut :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Rentang Capaian l Kategori Capaian
1 >90 Sangat Memuaskan
2 >80 — 90 | Memuaskan
3 >70 — 80 | Sangat Baik
4 >60 — 70 Baik
5 | >50 — 60 | Cukup
6 >30 - 50 Kurang
7 0-30 Sangat Kurang
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1.2.Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Biro Hukum Setda
Maluku Tahun 2021
Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh
Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut

s | optimalnya  penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi

E . ;i dan HAM serta pemberian bantuan hukum bagi
| masyarakat miskin

Hasil pengukuran Sasaran Optimainya Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi dan
HAM serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dapat dilihat pada
tabel berikut:

Sasaran | 1 | Tercapainya penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi
dan HAM serta pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat miskin secara maksimal

dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(%)
Tercapainya penanganan 94% 99.55% 106%

perkara litigasi, non litigasi dan
HAM serta pemberian bantuan
hukum bagi masyarakat miskin
secara maksimal.

Rata-rata Capaian Kinerja 106%

Tabel 1
Pada indikator kinerja “ Tercapainya penanganan perkara litigasi, non litigasi dan

HAM serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara
maksimal“ditargetkan awal 94% pada tahun 2021, namun Biro Hukum Setda Maluku
dapat merealisasikannya menjadi 99.55% dikarenakan pelaksanaan yang efektif dan
efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam setiap
penanganan perkara-perkara baik itu perkara litigasi maupun non litigasi.

LKIP Bire Hukum dan HAM Setda Maluku Tahun 2021
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Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
Antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Perkara Litigasi, Non Litigasi
dan HAM serta pemberian

bantuan hukum bagi
masyarakat miskin secara
maksimal .

: 2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian
Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja
Tercapainya penanganan | 99.50% 108% 99.55% 106%

Jika dilihat Capaian Kinerja Sasaran I antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020
maka dapat dijelaskan pada Sasaran I ini mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun lalu, penurunan ini dikarenakan target pada tahun 2020 lebih kecil

yaitu 92% dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 94%, semen

rara Realisasi

Kinerja Sasaran I antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan

jika dibandingkan dengan tahun lalu,tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar

0.5% dari tahun sebelumnya yaitu 99.50% menjadi 99.55%.

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1

Tahun 2020, 2021 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

* Realisasi | Realisasi | Target
o Sndiketor Kineva 2020 2021 | 2024
Tercapainya penanganan Perkara 99.50% 99.55% 98%
Litigasi, Non Litigasi dan HAM serta
pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat miskin secara maksimal
Untuk pencapaian Kinerja dari “Tercapainya penanganan perkara litigasi, non
litigasi dan HAM serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara

maksimal” selama tahun 2021 adalah :
Perkara Perdata nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Amb

| 1

2
3
4,
5
6

. Perkara Perdata nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Amb
. Perkara Perdata nomor 99/Pdt.G/2021/PN.Amb

Perkara Perdata nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Dob

LKIP Biro Hukurm dan HAM Setda Maluku Tahun 2021
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7. Perkara dengan nomor 32/G/2021/PTUN.Amb

Analisis penyebab keberhasilan dari sasaran 1: Tercapainya penanganan perkara
litigasi, non litigasi dan HAM serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
miskin secara maksimal adalah karena didukung dengan tersedianya fasilitas serta
tenaga SDM yang handal dan ditunjang dengan peran aktif dari OPD terkait,
sehingga sasaran tersebut dapat tercapai (efektif).

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran ini adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dengan anggaran sebesar Rp.
726.953.676,- yang didukung kegiatan sebagai berikut:
a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar Rp.
3.036.060.490,- yang didukung kegiatan sebagai berikut:
a. Fasilitasi Bantuan Hukum

Meningkatnya Layanan Fasilitasi dan Evaluasi
terhadap Produk Hukum Daerah serta tahapan
Penyusunan Produk Hukum Daerah .

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Layanan Fasilitasi dan Evaluasi terhadap
Produk Hukum Daerah serta tahapan Penyusunan Produk Hukum Daerah dapat
dilihat pada tabel berikut:

Indikator KinE!jEI Ta rget Realisasi ca(E;I)Eﬂ
' 0
Tercapainya Layanan Fasilitasi dan 94% 98.50% | 105%

Evaluasi terhadap Produk Hukum
Daerah serta tahapan Penyusunan
Produk Hukum Daerah Secara
Maksimal

Rata-Rata Capaian Kinerja 105%

LKIP Biro Hukum dan HAM Setda Maluku Tahun 2021
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rerhadap produk

hukum daerah serta tahapan penyusunan produk hukum daerah secara maksimal”
ditargetkan awal 94% pada tahun 2021, namun Biro Hukum Setda Maluku dapat
merealisasikannya menjadi 98.50% dikarenakan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi

produk hukum yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia

yang berkualitas dalam setiap proses pelayanan fasilitasi dan evaluasi produk hukum

daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
Antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Fasilitasi dan Evaluasi
terhadap Produk Hukum
Daerah serta tahapan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah Secara Maksimal

: 2020 2021
No Indikator Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian
Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja
Tercapainya Layanan 97.12% 106% 98.50% 105%

Jika dilihat Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020
maka dapat dijelaskan pada Sasaran 2 ini mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun lalu, penurunan ini dikarenakan target pada tahun 2020 lebih kecil
vaitu 92% dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 94%, sementara Realisasi
Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan

jika dibandingkan dengan tahun lalu,tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar
1.38% dari tahun sebelumnya yaitu 97.12% menjadi 98.50%.

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2

Tahun 2019, 2020 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

Evaluasi

Maksimal

terhadap Produk Hukum
Daerah serta tahapan Penyusunan
Produk Hukum Daerah

Secara

Realisasi | Realisasi | Target
No Indikator Kinerja 2019 2020 2024
Tercapainya Layanan Fasilitasi dan| 97.12% 98.50% 98%

LKIP Biro Hukum dan HAM Setda Maluku Takun 2021
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Untuk pencapaian Kinerja dari “Tercapainya layanan fasilitasi dan evaluasi
terhadap produk hukum daerah serta tahapan penyusunan produk hukum daerah
secara maksimal” selama tahun 2021 adalah :

1. Fasilitasi dan Evaluasi terhadap produk hukum daerah sebanyak 100 kali
2. Tahapan penyusunan produk hukum daerah :

a. 3 (Tiga) Peraturan Daerah

b. 107 (Seratus Tujuh) Peraturan Gubernur

c. 727 ( Tujuh ratus dua puluh tujuh) Surat Keputusan

Analisis penyebab keberhasilan dari sasaran 2: Tercapainya Layanan Fasilitasi dan
Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah serta tahapan Penyusunan Produk Hukum
Daerah, adalah karena adanya pelayanan fasilitasi dan evaluasi terhadap produk
hukum daerah serta tahapan penyusunan produk daerah secara efektif, sehingga
sasaran tersebut meningkat (efektif).

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar
Rp.3.036.060.490,- yang didukung kegiatan sebagai berikut:
a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Optimalnya pendokumentasian dan informasi hukum melalui
perangkat JDIH

melalui perangkat JDIH , dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran | 3 | Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien
Indikator Kinerja Target | Realisasi Ca('{’;';’“
1. | Tercapainya pendokumentasian dan 100% 100% | 100%
informasi hukum melalui perangkat
JDIH secara maksimal
Rata-Rata Capaian Kinerja 100%

. LKIP Biro Hukum dan HAM Setda Maluku Tahun 2021
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Pada indikator kinerja “ Tercapainya pendokumentasian dan informasi hukum
melalui perangkat JDIH secara maksimal” ditargetkan 100% pada tahun 2021,Biro
Hukum Setda Maluku target tersebut
pendokumentasian dan informasi hukum yang di upload melalui perangkat JDIH

dapat mencapai dikarenakan
berlangsung secara efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
Antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

; _ 2020 2021

No Indikator Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian
Kinerja | Kinerja | Kinerja | Kinerja

1. | Tercapainya 97.58% | 97.58% | 100% 100%

pendokumentasian dan

., informasi hukum melalui
| perangkat JDIH secara

| maksimal

Jika dilihat Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 maka
dapat dijelaskan pada Sasaran 3 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
tahun lalu, kenaikan ini dikarenakan target pada tahun 2020 yaitu 100% namun
pada pelaksanaannya tidak mencapai target 100% hanya dapat dicapai 97.58%
dikarenakan keadaan pandemi Covid-19, dibandingkan dengan target tahun 2021
yaitu 100% yang dapat dicapai juga 100%, sementara Realisasi Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan
dengan tahun lalu,tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2.42% dari tahun
sebelumnya vaitu 97.58% menjadi 100%.

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2020, 2021 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

JDIH secara maksimal

informasi hukum melalui perangkat

- . Realisasi | Realisasi | Target
No Indikator Kinerja 2020 2021 2024
1. | Tercapainya pendokumentasian dan 97.58% 100% 100%

LKIP Biro Hulkum dan HAM Setda Maluku Tahun 2021
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Untuk pencapaian Kinerja dari “Tercapainya layanan fasilitasi dan evaluasi terhadap
produk hukum daerah serta tahapan penyusunan produk hukum daerah secara
maksimal” selama tahun 2021 adalah :

1. 3 (Tiga) Peraturan Daerah

2. 107 (Seratus Tujuh) Peraturan Gubernur

Analisis penyebab keberhasilan dari sasaran 3: Optimalnya pendokumentasian dan
informasi hukum melalui perangkat JDIH adalah karena didukung dengan
tersedianya fasilitas serta tenaga SDM yang handal.

Program/kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar
Rp. 3.036.060.490,- yang didukung kegiatan sebagai berikut
a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan.
1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program Kkerja dan kegiatan Biro Hukum Setda Maluku

disusun dan dituangkan dengan didasarkan pada memfokuskan tantangan
yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Efisiensi penggunaan
sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan
kerjasama dengan stakeholder yang ada dalam mendukung setiap program
dan kegiatan Biro Hukum Setda Maluku.

1.4 Analisis Capaian Keuangan Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021
Adapun analisis capaian keuangan Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2021

dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi Anggaran
5 Biro Hukum Setda Maluku Tahun2022
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | Belanja Operasional 3.763.054.166 3.657.777.630 | 97.20%

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian Sasaran Kinerja Biro Hukum Setda Maluku pada Tahun 2021 :

. LKIP Biro Hukum dan HAM Setda Maluku Takun 2021
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Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021

No Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa %

Sasaran : Optimalnya Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi dan HAM serta

 Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
1. | Program Penunjang 1726.953.676 | 703.661.038
basmer

23.292.638 | 96.8% |

1. Administrasi Umum 255.241.230 | 238.469.080 16.772.150 | 93.43%

Perangkat Daerah

1) Penyelenggaraan 227.720.200 210.948.900 16.771.300 | 92.7%

Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

2) Penyediaan Barang 6.031.900 6.031.050 850 | 99.86%

Cetak Penggandaan

3) Penyediaan Bahan 21.489.130

Logistik Kantor

21.489.130 0| 100%

369.158.856 368.594.856 564.000 | 99.85%

2. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa 11.550.000 10.986.000
Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

564.000 | 95.1%

2) Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

357.608.856 357.608.856 0| 100%

3. Pengadaan Barang Milik 72.798.590 72.798.590 0 100%
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah

1) Pengadaan Mebel

14.910.500

14.910.500

100%

2) Pengadaan Aset
Tetap Lainnya

57.888.090

57.888.090

100%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

29.755.000

23.798.512

5.956.488

80%

1) Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

19.995.000

19.748.512

246.488

98.76%

2) Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya

9.760.000

4.050.000

5,710.000 |5 41.5%

' LKIP Biro Hukum dan HAM Setda Maluku Takun 2021
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Daerah serta Tahapan Penyusunan Produk Hukum Daerah

No Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa %
~ 2. | Program Fasilitasi dan 3.036.060.490 | 1.473.283.094 | 1.562.777.396 | 48.6%
1. Fasilitasi Bantuan 1.522.469.594 | 1.473.283.094 49.186.500 | 96.77%
Hukum :
1) Fasilitasi 1.404.979.534 | 1.361.207.434 43.772.100 | 96,88%
Penyelesaian
Masalah Hukum
2) Fasilitasi 117.490.060 112.075.660 5.414.400 | 95.39%
Penyelesaian
Masalah Non Litigasi
dan HAM
Sasaran : Meningkatnya Layanan Fasilitasi dan Evaluasi terhadap Produk Hukum

1

Program ‘._wl '_HI .

1. Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

1.393.570.786

1.364.763.627

28.807.159

97.94%

1) Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum

Pengaturan

319.975.660

309.231.233

10.744.427

96.64%

2) Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum
Penetapan

67.448.656

62.157.924

5.290.732

92.2%

3) Fasilitasi dan
Evaluasi Produk
Hukum

Kabupaten/Kota

1.006.146.470

993.374.470

12.772.000

98.73%

Sasaran : Optimalnya Pendokumentasian dan Informasi Hukum melalui Perangkat
JDIH

1 S

| 3.036.060.490

1. Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

120.020.110

116.029.871

3.951.606

1) Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Naskah Hukum

Lainnya

120.020.110

116.029.871

3.951.606

96.67%

LKIP Biro Hukum dan HAM Setda Malsuku Tahun 2021




BAB IV
PENUTUP

A. Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi kinerja di Bab III bahwa
secara umum kinerja Biro Hukum Setda Maluku Tahun 2021 adalah “Sangat

Memuaskan”, namun ada saja beberapa masalah dan hambatan yang cukup

dirasakan pada pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum masalah dan

hambatan pencapaian kinerja meliputi :

1. Penundaan waktu pelaksanaan kegiatan meskipun telah dilakukan konsultasi
dan koordinasi antara lain terkait dengan Kkesibukan pejabat terkait,
narasumber, realisasi keuangan, dan perubahan situasi dan kondisi.

2. Multi persepsi dari penyelenggara kegiatan terutama antara PPTK dengan
Pejabat yang berwenang pengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan
tersebut.

3. Kesiapan teknis operasional baik menyangkut personil maupun sarana dan
prasarana penunjang kegiatan.

B. Langkah-Langkah Yang Ditempuh
Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam

pencapaian kinerja Tahun 2021, maka disampaikan langkah-langkah yang

ditempuh pada masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian situasi dan kondisi serta waktu pejabat yang
bersangkutan mengingat luasnya tanggung jawab, tugas dan fungsi yang
diemban.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi sebelum
melaksanakan program/kegiatan yang ditetapkan.

3. Melakukan cek dan ricek kesiapan teknis operasional dan kerja sama dengan
pihak ketiga (tim asistensi, perguruan tinggi) maupun Pemerintah Daerah

LKIFP Biro Hukum dan HAM Setda Maluka Takun 2021
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Kabupaten/Kota untuk ikut serta dalam penyelesaian program/kegiatan yang
ditetapkan.
C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan umum atas keseluruhan pembahasan Kinerja Biro Hukum

Setda Maluku Tahun 2021 telah dipaparkan secara sistematis pada bab III

tersebut sebagai berikut :

1. Biro Hukum Setda Maluku telah berupaya mewujudkan Misi yang diemban di
Tahun 2021 dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai
program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2021 ternyata bahwa
pelaksanaannya sangat efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran yang
ditetapkan. Hal ini jika dilihat dari presentase pencapaian rencana tingkat
capaian (target) rata-rata 100%, artinya kinerja Biro Hukum dan HAM
Setda Maluku Tahun 2021 adalah Sangat Memuaskan.

Demikian pokok-pokok Laporan Kinerja Biro Hukum dan HAM Setda
Maluku Tahun 2021.

Kepala Biro Hukum Setda Maluku

ALWIYAH F. ALA MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760707 200003 2 006
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PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp/Fax (0911) 353377
Website: . Email: inspektorat@malukuprov.go.id

—— e —  ——— e ———— ——————— = -

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO HUKUM SETDA MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda
Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang
dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Biro Hukum Setda
Maluku

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

5 penons
- 19671104 199603 1 004



